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Abstract. This study investigates the impact of several factors
on taxpayer compliance, including understanding of the self-
assessment system, knowledge of tax regulations, tax sanctions,
and religiosity. The aim is to gain insights into what influences
taxpayers to comply with tax regulations. The study employs
quantitative data collection methods through surveys and
questionnaires. Analytical techniques such as descriptive
analysis, quality tests, classical assumption tests, and
hypothesis testing are used. Results indicate that understanding
of the self-assessment system, knowledge, and tax sanctions
positively influence taxpayer compliance. Additionally, religiosity
moderates the relationship between understanding the self-
assessment system, knowledge, and taxpayer compliance, but
not for tax sanctions.

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki pengaruh beberapa faktor
terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain pemahaman
sistem self-assessment, pengetahuan peraturan perpajakan,
sanksi perpajakan, dan religiusitas. Tujuannya adalah untuk
mendapatkan wawasan mengenai apa saja yang mempengaruhi
wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian
ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif melalui
survei dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan berupa
analisis deskriptif, uji kualitas, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis menggunakan software spss. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemahaman sistem self assessment,
pengetahuan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, religiusitas
memoderasi hubungan antara pemahaman sistem self
assesment, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak, namun
tidak untuk sanksi perpajakan.
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sanctions;
taxpayer
compliance;
religiosity

Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak akhir-akhir ini muncul sebagai isu utama bagi otoritas
pajak, dan membujuk individu untuk mematuhi peraturan bukanlah hal yang
mudah (Lailiyah & Andriani, 2023).Proses perpajakan merupakan komponen
fundamental keuangan publik di negara maju, negara berkembang, dan berkembang
(Lukman et al., 2021).0leh karena itu dari sudut pandang kebijakan fiskal, otoritas
publik bertujuan untuk mencapai kepatuhan pajak yang baik dalam sistem
pemungutan pajak. Masyarakat akan berusaha menyembunyikan peningkatan
kekayaan mereka dari pengawasan pemerintah jika pajak tetap dilanjutkan,
demikian argumen yang ada (Sun et al., 2019).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling menjanjikan dan
terbesar bagi APBN. Setiap orang dan dunia usaha harus membayar pajak secara
adil, yang merupakan jumlah kecil yang ditentukan oleh undang-undang, karena
pajak sangat penting bagi kesehatan keuangan negara. Di sisi lain, masih banyak
wajib pajak yang gagal membayar bagiannya secara wajar. Hal ini disebabkan oleh
fakta bahwa banyak individu dan dunia usaha memandang pajak sebagai
pengeluaran yang tidak perlu dan menggerogoti margin keuntungan mereka.
Bagaimanapun, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan.
Perilaku tidak kooperatif dan penghindaran pajak secara terang-terangan berasal
dari perspektif pajak perusahaan yang bertentangan dengan tujuannya. Istilah
umum untuk praktik ini adalah penghindaran pajak.

Menurut data, penghindaran pajak adalah penyebab 55,4% pelanggaran pajak
yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Akibatnya, penghindaran pajak
menjadi topik hangat perdebatan di seluruh dunia karena dampak besar yang
ditimbulkannya terhadap pendapatan nasional dan PDB. Seperti terlihat pada
grafik % tax rasio di Indonesia tahun 2018 hingga 2023 berikut ini, penghindaran
pajak seperti ini juga terjadi di Indonesia :

Tabel 1.Tax ratio indonesia
Tahun Rasio

2018 10,24%
2019  9,76%
2020  8,33%
2021  9,11%
2022 10,38%
2023 9,61 %
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; DJPB (data diolah 2024)

Dari tabel 1, nilai tax rasio Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018
ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak Indonesia
yang tidak membayar pajak atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.
Wajib Pajak mungkin menghindari tanggung jawab keuangan mereka dengan
melakukan strategi penghindaran pajak. Banyaknya kasus tindakan penghindaran
pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi bukti akan
hal tersebut. Misalnya pada tahun 2017 hingga 2019, PT. Adaro Energy Tbk
melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing, khususnya dengan menjual
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batubara ke perusahaan cabang Singapura. Hal ini memungkinkan mereka
mengurangi beban pajak tahunan sebesar empat belas juta dolar AS, berkat tarif
pajak yang lebih rendah di Singapura. Pada tahun 2016, PT. Astra Internasional Tbk
(Toyota Manufacturing Indonesia) menggunakan transfer pricing untuk menghindari
pembayaran pajak di Indonesia. Secara khusus, mereka menjual 1.000 mobil Toyota
ke perusahaan cabang Singapura; tarif pajak di Singapura lebih rendah sehingga
mereka hanya mampu membayar 28 triliun. Pada tahun 2015, PT. Indofood Sukses
Makmur Tbk menghindari pembayaran pajak sebesar 1,3 miliar rupiah dengan
mengalihkan kepemilikan aset, modal, utang, dan pabrik mie instan ke entitas luar
negeri. Studi kasus PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) menemukan bahwa
perusahaan menghindari pembayaran pajak sebesar 800 miliar pada tahun 2015
dengan menggunakan transfer pricing (Tambahani et al., 2021).

Bukan hanya itu saja, klaim penghindaran pajak juga muncul di sektor
pertanian. Buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan anomali
pendapatan negara yang berasal dari bisnis kelapa sawit pada tahun 2019, seperti
dilansir situs online tirto.id. Sayangnya, penerimaan pajak belum bisa mengimbangi
perluasan areal kelapa sawit. Menurut Laode M. Syarif, Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, hampir 40% perusahaan kelapa sawit diyakini melanggar
peraturan perpajakan terkait praktik pembayarannya. Peneliti fiskal Yusuf Rendy
Manilet dari Center for Reform on Economics (CORE) juga mengatakan bahwa
perusahaan kelapa sawit menghindari pembayaran pajak dengan melakukan thin
capitalization, yaitu meminjam uang dalam jumlah besar dari sumber luar dan
kemudian menumpuknya ke tingkat yang sudah tinggi. hutang. cukup besar,
namun tingkat ekuitas tampaknya menurun. Karena itu, kewajiban pajak
perusahaan akan berkurang. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan kelapa sawit juga dijelaskan dalam berita yang dilansir dari
www.hukumonline.com pada tanggal 12 Januari 2022 oleh CR-27. Dalam berita
tersebut, Transparency International Indonesia (TII) menjelaskan bahwa terdapat
dugaan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
kelapa sawit, dimana hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
negara rata-rata sebesar Rp 22,83 triliun per tahun.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan
perubahan Sistem self-assessment yang sebelumnya digunakan di Indonesia,
mengalami perubahan mendasar dengan diterbitkannya Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, moral
yang kuat tentang pajak, dan disiplin perpajakan yang ketat, serta kepercayaan
wajib pajak terhadap negara, maka persyaratan sistem self-assessment akan efektif.
Agar sistem penilaian mandiri dapat berfungsi, setiap orang harus memahami
peraturan dan ketentuan seputar penghitungan pajak. Setyaningsih & Harsono,
(2021) dapat diterapkan. Dengan adanya sistem self-assessment, wajib pajak diberi
kewenangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas kemauannya sendiri.
Tahun demi tahun, kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus meningkat, meski
masih jauh dari ideal atau bahkan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena
masyarakat cenderung enggan atau ragu untuk menyampaikan tanggung jawab
perpajakannya, serta terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup besar
mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai lembaga pemerintah
yang akuntabel, Direktorat Jenderal Pajak harus menghadapi potensi dan hambatan
tersebut secara langsung serta mencari cara untuk menangani perpajakan.
Alasannya sederhana, masih banyak pajak yang tunggakannya. Selain itu, sanksi
perpajakan juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak. Individu yang gagal mematuhi peraturan yang diuraikan dalam kode pajak
dapat menghadapi hukuman. Wajib pajak perorangan dapat menghadapi hukuman
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pidana, seperti penahanan, atau sanksi administratif, seperti denda, bunga, atau
kenaikan tarif pajak. Karena pelanggaran hukum akan berdampak buruk secara
statistik, pembayar pajak yang memahami hukum dengan baik akan berusaha
untuk mematuhi semua pembayaran pajak (Mansur et al., 2023)

Berkenaan dengan budaya, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa
perilaku kepatuhan pajak didorong oleh religiusitas (L. Andriani et al.,
2022).Religiusitas merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan karena
pembayaran pajak merupakan aktivitas kemanusiaan, maka besar kemungkinan
kepatuhan pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Karya (Paryontri, 2021) telah menarik
perhatian pada dampak positif religiusitas terhadap kehidupan manusia.
Pemahaman dari penelitian terbaru beragam: religiusitas tidak menjelaskan
kepatuhan pajak di Ghana (Carsamer & Abbam, 2023) religiusitas tidak menjelaskan
kepatuhan pajak di Indonesia (Budiarto et al., 2018).

Religiusitas berdampak pada semua orang di semua kelompok demografis,
menurut banyak penelitian. Ada beberapa bukti bahwa agama meningkatkan
kehidupan masyarakat di bidang studi lain. Ada beberapa cara untuk mengukur
tingkat religiusitas seseorang; salah satunya dengan melihat sikap dan tindakan
mereka dalam hubungannya dengan Tuhan yang mengawasi seluruh umat manusia
(Jannah & Andriani, 2022)Cara lainnya adalah dengan melihat praktik ibadah
mereka. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk memuja Yang Maha Esa; Oleh
karena itu, agama sangatlah penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk di
tempat kerja, dimana peraturan agama memberikan beberapa manfaat pada tugas
yang kita lakukan sehari-hari. Ada korelasi antara ketaatan beragama dan tindakan
prososial altruistik seperti mengikuti aturan dan hukum (Paryontri, 2021).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa religiusitas
menanamkan komitmen individu terhadap nilai-nilai sosial seperti sikap terhadap
kepatuhan melalui proses sosialisasi dan pengembangan moral. Fokus pada
perusahaan kewirausahaan di kota malang adalah bijaksana dan penting mengingat
anggapan bahwa perilaku kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah di
negara-negara berkembang sangat berbeda dengan bisnis besar karena sikap dan
faktor lingkungan lainnya. Sejumlah temuan muncul atas anggapan ini. Menurut
data (Dewi, 2020) Faktanya, masih banyak wajib pajak yang kurang memperhatikan
kedisiplinan dalam mematuhi kewajiban pajak mereka. (Mansur et al., 2023)
menemukan bahwa pengusaha mikro, kecil dan menengah di Ghana memiliki
perilaku kepatuhan pajak yang rendah karena mereka tidak terdaftar secara resmi
pada otoritas pajak, dan pendapatan mereka tidak dilaporkan secara resmi karena
kurangnya sistem pemantauan pajak yang efektif di negara tersebut. Pakar lain
menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak yang rendah menjadi lebih buruk
karena perusahaan wirausaha ini telah lama diabaikan oleh otoritas publik
(Agbetunde et al., 2022).

Selain itu, Murtin et al., (2023) menyarankan perlunya pengenalan variabel
moderasi untuk menjelaskan kontroversi temuan pada subjek dengan lebih baik.
Moderator yang disarankan antara lain adalah religiusitas, baik pada tingkat afiliasi
maupun komitmen. (Jannah & Andriani, 2022) mencatat bahwa meskipun ada
pengakuan akan relevansi religiusitas terhadap perilaku manusia, studi tentang
pengaruh religiusitas terhadap perilaku manusia belum memberikan hasil yang
langsung atau konsisten. Namun, Basuki & Henny Gomies, (2023) telah lama
mengamati bahwa penilaian moral berdasarkan pertimbangan religiusitas
pendidikan mungkin tidak secara otomatis mengarah pada perilaku moral yang
sesuai dengan penilaian. Rest berpendapat bahwa dampak pendidikan religiusitas
terhadap perilaku sangat bergantung pada kualitas pendidikan tersebut. Demikian
pula, keberhasilan pendidikan religiusitas dalam meningkatkan penilaian moral
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seseorang bergantung pada interaksi antara karakter individu tersebut dan
lingkungan pendidikannya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai
tujuan perpajakan di Indonesia karena sistem perpajakan bersifat self-assessment
(Alievia & Andriani, 2022).

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mendefinisikan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) sebagai badan usaha yang dimiliki oleh orang atau
organisasi yang memenuhi persyaratan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut
Andriani et al.,, (2023) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki
ketahanan di masa krisis.Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan PP Nomor 23
Tahun 2018 pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah
metropolitan Malang diteliti dalam penelitian ini. Pemahaman tentang metode self-
assessment dan derajat religiusitas seseorang merupakan dua unsur yang
kemungkinan besar akan berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
Misalnya, kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan
oleh pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dan sanksinya. Oleh karena
itu, sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain agama, tingkat pemahaman peraturan
perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

Tujuan utama penelitian ini adalah membedah hubungan antara pengetahuan
wajib pajak, sanksi perpajakan, serta pemahaman dan kepatuhan sistem self-
assessment. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat korelasi antara kesadaran
wajib pajak, kepatuhan, pemahaman sistem self-assessment, dan sanksi
perpajakan, serta apakah karakteristik agama berperan dalam hubungan ini. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang elemen-elemen yang
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dengan mengevaluasi data empiris.

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus dibayar warga negara
disebut dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang HPP (UU HPP) no. 7 Tahun
2021. Pajak adalah pembayaran moneter berdasarkan hukum yang dapat
ditegakkan kepada negara dari warga negaranya yang tidak memberikan manfaat
langsung kepada pemerintah (Pihany & Andriani, 2022).Ketika warga negara
membayar pajak secara adil, pemerintah dapat menyediakan layanan penting,
berinvestasi di bidang infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan
bahwa semua orang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Sejauh menyangkut perpajakan, ada tiga prinsip panduan: tempat tinggal, sumber,
dan kewarganegaraan. Ada tiga cara pengklasifikasian pajak: berdasarkan jenis
pajak, berdasarkan sifat pajak, dan berdasarkan entitas yang bertanggung jawab
memungut pajak. Masyarakat diwajibkan oleh undang-undang untuk menyetor
sejumlah tertentu ke kas negara, yang disebut dengan pajak. Sumbangan ini tidak
diberikan imbalan berupa uang atau dengan cara lain apa pun. Pengeluaran
pemerintah ditutupi oleh pajak, yang juga dapat menghasilkan tabungan
masyarakat, yang dapat digunakan untuk investasi publik (Destia & Nurdin, 2022).
Definisi resmi perpajakan adalah “kewajiban untuk menyumbangkan sebagian
pendapatan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari undang-undang, peraturan,
atau persyaratan lain yang sah secara hukum yang diberlakukan oleh negara untuk
keperluan pendanaan pelayanan publik dan infrastruktur” (2021: 1). Sayangnya,
negara tidak memberikan pelayanan timbal balik secara langsung untuk
menegakkan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan banyaknya definisi pajak yang
ditawarkan oleh para profesional. Pajak penghasilan, pertambahan nilai, dan
penjualan barang mewah merupakan contoh pajak pusat yang dipungut dan
digunakan pemerintah untuk mendanai rumah tangga negara (Basuki & Henny
Gomies, 2023).
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Salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam memahami perlakuan
wajib pajak yaitu pemahaman self assesment system ini. Hal ini pun didukung
dengan penelitian yang telah dilakukan Sulistiyo and Yuliana, (2019) bahwa self
assesment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut
Abdillah et al., (2020) self asessment system memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengenaan
sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena
harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi
pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al., (2020)
menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Mukuan et al., (2023) yang
menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian
sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu penelitian yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Anggini et al.,( 2021),salah
satu dari banyak penelitian yang mengamati dampak pengetahuan terhadap
kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Syafik & Arif, 2020)
yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat keahlian
perpajakannya. Uraian ini memungkinkan kita untuk membuat hipotesis penelitian
berikut:

H3 : Pengetahuan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk mencegah praktik pelaporan
pajak yang tidak jujur dan manipulasi data yang disengaja dengan tujuan
memperoleh pengurangan jumlah pajak, yang mungkin mencakup afiliasi
keagamaan (Arrum et al., 2021).Memastikan pelaporan yang akurat melalui sistem
self-assessment dapat dilakukan dengan pemahaman menyeluruh mengenai sanksi
pajak (Ermawati et al., 2022). Pembenaran ini memungkinkan kita untuk
membangun hipotesis penelitian berikut :

H4 : Religiusitas memperkuat hubungan Self Assessment System dan Kepatuhan
Wajib Pajak.

Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk semakin mengurangi penggelapan
pajak. Kami berharap pelaporan perpajakan harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, karena pengetahuan tentang sanksi pajak harus dibarengi
dengan pengetahuan tentang agama. Agama tidak mengubah hubungan antara
sanksi dan kepatuhan wajib pajak, menurut temuan penelitian (Ermawati et al.,
2022). Uraian ini memungkinkan kita untuk mengembangkan hipotesis, yaitu :

HS : Religiusitas memperkuat hubungan sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Orang yang sangat religius akan lebih patuh dalam membayar pajak jika
mereka mempunyai pengetahuan yang cukup. Pasalnya, umat beragama cenderung
lebih patuh pada peraturan, yang berarti mereka akan membayar pajak ketika
mereka memahami apa itu pajak, bagaimana cara menghitungnya, dan apa yang
bisa mereka peroleh dari melakukan hal tersebut (Mahfud et al., 2017). Namun, jika
seseorang tidak memiliki motivasi beragama, tidak peduli berapa banyak informasi
yang mereka miliki tentang pajak; mereka masih akan gagal membayar bagian yang
adil. Uraian ini memungkinkan kita untuk mengembangkan hipotesis, yaitu :

H6 : Religiusitas memperkuat hubungan pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
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Metode Penelitian

Metodologi penyelidikan ini adalah kuantitatif. Populasi sampel penelitian ini
adalah 134 Wajib Pajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota
Malang. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling, yaitu memilih
sebagian populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Saat menghitung
ukuran sampel untuk penyelidikan ini, rumus Slovin digunakan. Sebagai alat
statistik, rumus Slovin membantu peneliti menentukan berapa banyak sampel yang
diperlukan untuk menarik kesimpulan yang valid dari populasi kecil. Penyebaran
kuesioner baik secara personal maupun online kepada wajib pajak HIPMI kota
Malang merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini. Pengujian hipotesis, analisis deskriptif, pengujian kualitas, dan
pengujian asumsi klasik merupakan bagian dari model analisis penelitian.

Hasil Dan Pembahasan
Uji Validitas
Menurut Sugiyono, (2017) suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu
mengukur hal yang akan diukur. Untuk menguji kevalidan suatu instrumen, peneliti
harus memenuhi persyaratan validitas, yaitu apabila nilai r hitung > r tabel, maka
item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid:
Tabel 2. Uji Validitas

Item Variabel Nilai keterangan
R Tabel sig

Self assessment system (X1) X1.1 0.169 0,785 Valid
X1.2 0.169 0,708 Valid
X1.3 0.169 0,822 Valid
X1.4 0.169 0,798 Valid

pengetahuan(X2) X2.1 0.169 0,739 Valid
X2.2 0.169 0,708 Valid
X2.3 0.169 0,737 Valid
X2.4 0.169 0,771 Valid

Sanksi pajak (X3) X3.1 0.169 0,824 Valid
X3.2 0.169 0,859 Valid
X3.3 0.169 0,822 Valid

Kepatuhan Pajak (Y) Y1.1 0.169 0,783 Valid
Y1.2 0.169 0,842 Valid
Y1.3 0.169 0,795 Valid
Y1.4 0.169 0,798 Valid
Y1.5 0.169 0,796 Valid
Y1.6 0.169 0,745 Valid

Religiusitas(M) M1.1 0.169 0,674 Valid
M1.2 0.169 0,842 Valid
M1.3 0.169 0,818 Valid
M1.4 0.169 0,794 Valid
M1.5 0.169 0,791 Valid

Sumber: Data diolah, 2024.

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap sistem self-assessment, sanksi
perpajakan, kesadaran kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas semuanya
menunjukkan validitas instrumen dalam penyidikan ini. Hal ini didukung oleh fakta
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bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 5% dan
menunjukkan korelasi yang signifikan (R). Mengingat religiusitas memoderasi
hubungan antara Sistem Self Assesment, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan
Kepatuhan Wajib Pajak pada Anggota HIPMI Kota Malang, maka variabel-variabel
tersebut cukup mewakili pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak.
Memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan kuesioner dapat dipercaya dan sesuai
dengan ide-ide yang ingin dinilai adalah inti dari validitas instrumen. Alat yang andal
dan efektif yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk
penelitian ini dikonfirmasi oleh hasil ini. Faktor-faktor tersebut dapat kita andalkan
dalam menilai Sistem Self Assesment, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang, dengan mempertimbangkan unsur moderat
religiusitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Nilai
variabel Cronbach’s keterangan
Alpha
Self assessment system 0,783 reliabel
Pengetahuan 0,717 reliabel
Sanksi Pajak 0,717 reliabel
Kepatuhan pajak 0,884 reliabel
Religiusitas 0,842 reliabel

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari temuan uji reliabilitas terlihat jelas bahwa sistem self assesment,
pengetahuan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas
merupakan variabel yang dapat diandalkan dalam penelitian ini. Semua variabel
penelitian memiliki nilai koefisien alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, membuktikan
hal ini benar adanya.

Koefisien Cronbach's Alpha digunakan sebagai indikator reliabilitas atau
konsistensi internal suatu instrumen atau kuesioner. Nilai di atas 0,6 menunjukkan
tingkat reliabilitas yang dapat diterima. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa
pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang memadai
untuk mengukur konstruk yang diinginkan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini dapat diandalkan dalam mengukur self assessment
system,pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan religiusitas. Dengan
demikian, hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih dapat dipercaya dan memiliki
keandalan yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Distribusi data mungkin lebih mudah dipahami dengan menggunakan uji
normalitas. Data harus mengikuti distribusi normal agar Analisis Regresi Moderasi
(MRA) dapat berfungsi. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengevaluasi
penyebaran data oleh para peneliti. Jika nilai signifikansi asimtotik (asymp sig) lebih
besar dari 0,5 maka data dianggap berdistribusi normal sesuai kondisi pengujian.
Uji Kolmogorov-Smirnov kami menghasilkan temuan ini :

Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample K-S Unstandarized
Residual
Asymp. Sig (2-tailed) 0,072
Sumber: Data diolah, 2024.
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Dari hasil uji data diatas dengan menggunakan uji K-S menunjukkan bahwa
nilai Asymp. Sig 0,072 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data memiliki
distribusi secara normal sehingga syarat normalitas pada model regresi terpenuhi.
Uji Multikolinieritas

Peneliti memeriksa korelasi antar variabel independen analisis regresi
menggunakan uji multikolinearitas yang mencakup nilai toleransi dan VIF. Indikasi
data berkualitas tinggi adalah ketika variabel independen tidak berkorelasi satu
sama lain.

Tabel 5.Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF
Self , 415 2,410
assessment

system

Pengetahuan ,411 2,436
Sanksi Pajak ,595 1,680
Religiusitas ,771 1,297

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai tolerance untuk variabel Self
assessment system adalah 0,415, pengetahuan O, 411, Sanksi Pajak 0,595, dan
Religiusitas 0,771. Semua nilai tersebut > 0,1. Selain itu, nilai VIF untuk Self
assessment system adalah 2,410, pengetahuan 2,436,Sanksi Pajak 1,680, dan
Religiusitas 1,297 ,di mana semua nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam data, dan uji
regresi dapat dilakukan karena data bebas dari multikolinearitas.

Uji Heterkedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai ketidaksesuaian varian
residual antara data pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian
ini, uji heteroskedastisitas menggunakan model glejser dalam analisis regresinya.

Tabel 6.Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig.
Self Assessment System ,374
Pengetahuan ,771
Sanksi Pajak ,852
Religiusitas ,081

Sumber: Data diolah, 2024.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan model Glejser menunjukkan
nilai signifikansi variabel Self assessment system sebesar 0,374, Pengetahuan
sebesar 0,771, Sanksi Pajak sebesar 0,852, dan Religiusitas sebesar 0,81. Nilai-nilai
tersebut > 0,5, yang menunjukkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.
Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa syarat
uji asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Dalam regresi linier berganda, uji t menentukan apakah setiap variabel
independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Dengan menyesuaikan variabel model lainnya, uji statistik ini juga disebut uji parsial
membantu menemukan pengaruh setiap variabel prediktor :
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Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel B Uji t Sig.
Self 0,598 4.853 0,000
Assessment

system

Sanksi Pajak 0,368 2.938 0,004
Pengetahuan 0,583 4.449 0,000

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari hasil uji t pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa self assessment
berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai hipotesis 1. Nilai t hitung
Self Assessment System sebesar 4,853 lebih tinggi dari nilai t krusial sebesar 1,656
dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 berdasarkan hasil uji t.
Mengingat nilai signifikansi (0,00) lebih rendah dari ambang batas 0,05 maka H1
dapat kita terima dan disimpulkan bahwa Self Assessment System berpengaruh
besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua (H2) Sanksi perpajakan
berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t sebesar 2,938 lebih tinggi
dari nilai t krusial sebesar 1,656 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004, keduanya
dihasilkan dari analisis variabel Self Assessment System. Nilai signifikansi (0,004)
tersebut berada di bawah kriteria signifikansi sebesar 0,05 yang berarti sanksi
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2
diterima. Hipotesis 3: Kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan.
Setelah dilihat pada variabel Pengetahuan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,449
lebih tinggi dari nilai t krusial sebesar 1,656 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.
Oleh karena itu, kami mengadopsi H3 karena temuan uji t menunjukkan adanya
hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan (p 0,000),
yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05.

Uji F
Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi atau
nilai alpha 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis
Tabel 8. Hasil Uji F
F-hitung F-tabel Sig.
79,410 2.67 0,000
Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,000, nilai F adalah
79,410 yang signifikan secara statistik. Hal ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa
kepatuhan wajib pajak di industri perbankan syariah dipengaruhi oleh variabel-
variabel seperti sistem self-assessment, kesadaran, dan sanksi pajak. Mengingat
tingkat signifikansinya lebih rendah dari ambang batas 0,05 dan F hitung lebih besar
dari nilai F krusial, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut
mempunyai pengaruh gabungan terhadap kepatuhan wajib pajak pada profesi
perbankan syariah.

Uji R

Koefisien determinasi dalam uji regresi digunakan untuk mengukur sejauh
mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dengan koefisien determinasi,
dapat dievaluasi sejauh mana nilai prediksi sesuai dengan data sampel. Jika nilai
koefisien determinasi tinggi hal ini menandakan bahwa pengaruh variabel terikat
oleh variabel bebas semakin jelas.

304



Amelia Febi Utami, Sri Andriani Self Assessment System, Pengetahuan

Tabel 9. Koefisien Determinasi
Model R Square
0,804 0,647

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari hasil uji koefisien determinasi terlihat nilai R Square sebesar 0,647 yaitu
64,7%. Hasilnya menunjukkan bahwa 52% wajib pajak mematuhi undang-undang
perpajakan karena beberapa faktor seperti sistem penilaian mandiri, pendidikan,
dan sanksi. Di sisi lain, variabel di luar variabel yang dijelaskan di atas menyumbang
sekitar 35,3% variasi kepatuhan.

Uji Modrated Regresion Analysis (MRA)

Mengetahui seberapa besar suatu variabel moderasi mempengaruhi hubungan
antara dua variabel merupakan tujuan dari uji regresi moderasi. Produk X dan Z
seperti terlihat pada hasil pengujian menunjukkan bahwa X dan Z mempunyai
pengaruh yang moderat. Persamaan regresi yang memasukkan variabel moderasi
disajikan di bawah ini sebagai hasil uji Moderating Regression Analysis (MRA) :

Tabel 10. Hasil Uji MRA

Variabel Uji t Sig.

SAS*R 2,456 0,015
SP*R 1,101 0,273
P*R 2,863 0,005

Sumber: Data diolah, 2024.

Ha.: Religiusitas mampu memoderasi self assessment system berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa signifikansi Religiusitas dengan
profitabilitas memiliki nilai sebesar 0,015. Selain itu, nilai t hitung sebesar 2.456,
yang jauh melebihi nilai t tabel sebesar 1.656. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa Religiusitas mampu memoderasi pengaruh Self assessment System
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi
0,015 < 0,05 mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara
religiusitas dan Self assessment system. Selain itu, perbandingan antara nilai t
hitung 2.456 dan t tabel 1.656 menunjukkan bahwa Religiusitas secara efektif
memperkuat pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) yang menyatakan bahwa
financial literacy memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan
diterima.
Hs: Religiusitas mampu memoderasi Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan terhadap Hs menunjukkan bahwa signifikansi Religiusitas
dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,273. Selain itu, nilai t hitung
sebesar 1.101 < t tabel sebesar 1.656. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak karena nilai signifikansi 0,273 > 0,05 yang mengindikasikan bahwa tidak
ada hubungan yang kuat antara Religiusitas dan Sanksi pajak. Selain itu,
perbandingan antara nilai t hitung 1.101 dan t tabel 1.656 menunjukkan bahwa
Religiusitas tidak efektif memperkuat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai
perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Hs) yang
menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak tidak diterima.
He : Religiusitas mampu memoderasi pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan wajib pajak
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Hasil perhitungan terhadap He menemukan bahwa variabel pengetahuan
dengan Religiusitas memiliki nilai signifikansi 0,005 sedangkan nilai t hitung 2.863
dan t tabel sebesar 1.656. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah nilai signifikansi
0,005 < 0,05 dan t hitung 2.863 > t tabel 1.656 sehingga diketahui bahwa
Religiusitas dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Maka dapat di simpulkan bahwa Religiusitas mampu memoderasi
pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga H6
diterima
Pembahasan
Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H1 diterima. Dengan demikian, HO ditolak
dan H1 diterima yang artinya Self assessment System berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Studi regresi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif

dengan penerapan Self Assessment System, yang menunjukkan bahwa Self
Assesment System memiliki efek menguntungkan pada tingkat kepatuhan.
Tampaknya ada korelasi antara Self Assesment System yang diterapkan dengan baik
dalam sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya,
masyarakat terlihat lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dengan
adanya Self Assesment System, mungkin karena mereka lebih paham mengenai
prosedur perpajakan dan lebih terlibat. Menurut Sanjaya & Rizky, (2018), hal ini
mendukung anggapan bahwa Self Asesment System meningkatkan pengetahuan
wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemikiran yang
tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 selaras dengan kaitan ini :
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu
berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan
Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu
lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Ayat berikut mengingatkan tentang keadilan dalam bertransaksi dan
menghindari penyalahgunaan harta Jadi, dalam Islam, membayar pajak dianggap
sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan itikad baik dan transparansi, serta
dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Selain itu, penerapan SAS juga bisa memberikan transparansi yang lebih baik
dalam proses perpajakan, membuat wajib pajak merasa lebih yakin dan termotivasi
untuk mematuhi kewajiban mereka secara lebih akurat dan tepat waktu(Darmayasa
et al., 2020). Oleh karena itu, hasil analisis ini menegaskan pentingnya implementasi
SAS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan
negara melalui perpajakan. Hal ini pun didukung dengan penelitian yang telah
dilakukan Sulistiyo and Yuliana, (2019) bahwa self assesment system berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut Abdillah et al., (2020) self
asessment system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H2 diterima yang artinya Sanksi pajak
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil regresi menunjukkan adanya hubungan yang baik antara penegakan
sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Fakta bahwa pembayar pajak lebih
cenderung memenuhi tanggung jawabnya ketika sanksi pajak ditegakkan secara
ketat dalam sistem didukung oleh temuan ini. Nampaknya pembayar pajak lebih
termotivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan ketika mereka menyadari
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konsekuensi jika tidak melakukan hal tersebut. Penggunaan sanksi pajak kemudian
menjadi cara yang efektif untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh(Amelia,
2022). Denda pajak, betapapun memecah belahnya, merupakan alat penting untuk
menjaga keadilan dan integritas dalam sistem perpajakan. Pentingnya kebijakan
yang dirancang dengan baik untuk menegakkan hukuman pajak secara efisien
disoroti oleh kesimpulan studi ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
dan pengumpulan pajak secara keseluruhan. Ide-ide yang dikemukakan dalam al-
anam 60 konsisten dengan sudut pandang ini:

Artinya: “Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat
amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan
kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).”

Menurut hukum Islam, perpajakan merupakan keharusan moral yang harus
dipenuhi secara jujur dan terbuka, dengan mempertimbangkan pemerataan dan
kemaslahatan bersama. Menurut teori atribusi, sanksi pajak merupakan kekuatan
luar yang mungkin mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk membayar
bagiannya secara adil. Wajib Pajak dapat mengalami kerugian karena semakin
besarnya biaya yang harus mereka keluarkan akibat sanksi perpajakan yang
dikenakan atas pelanggarannya. Sanksi pajak, menurut penelitian (Dewi, 2020),
sangat mendorong wajib pajak untuk membayar bagiannya secara adil. Gagasan
bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak juga
dikemukakan oleh (Anggini et al., 2021).

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H3 diterima yang artinya Pengetahuan
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Analisis regresi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi
secara positif oleh penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan berkorelasi
positif dengan kepatuhan wajib pajak, menurut analisis regresi. Artinya, masyarakat
akan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan. Pendidikan dan
pemahaman yang kuat terhadap peraturan perpajakan mungkin memainkan peran
penting dalam mendorong kepatuhan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil-hasil ini.
Pembahasan temuan-temuan dalam Islam pada hakikatnya terkait dengan integrasi
Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (Surah) Al-Bagarah: 282:

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang mengajarkan ilmu kepada mereka, tetapi
mereka sendiri melanggarnya. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu.”

Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa diiringi dengan
tindakan yang sesuai adalah sia-sia. Dalam konteks pajak, pengetahuan tentang
kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi negara dan masyarakat haruslah
mendorong individu untuk patuh dalam membayar pajak.

Oleh karena itu,menurut Lestari & Darmawan, (2023)Ketika wajib pajak
memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban mereka, mereka cenderung
lebih mampu untuk mematuhi aturan dengan benar dan menghindari kesalahan
yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang
sistem perpajakan juga dapat membantu wajib pajak untuk memanfaatkan insentif
dan keringanan pajak secara optimal, sehingga memperkuat motivasi untuk
mematuhi aturan. Upaya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan sangat penting jika kita ingin memaksimalkan kepatuhan dan
pengumpulan pendapatan, menurut temuan analisis ini. Kesadaran wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Anggini et al.,
2021). Temuan penelitian bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat
pengetahuan perpajakannya sejalan dengan penelitian (Syafik & Arif, 2020).
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Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Self Assessment System
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H4 diterima yang artinya Religiusitas mampu
Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak
secara signifikan.

Hasil analisis regresi yang dilakukan menunjukkan adanya temuan yang
menarik, yakni bahwa penerapan religiusitas memiliki peran moderasi yang
signifikan terhadap hubungan antara self assessment system (SAS) dan kepatuhan
wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas seseorang
mempengaruhi sejauh mana SAS memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penerapan
SAS memiliki dampak yang lebih besar pada kepatuhan wajib pajak bagi individu
yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah dibandingkan dengan individu yang
memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai
dan keyakinan agama dapat memoderasi perilaku kepatuhan terhadap aturan
perpajakan, bahkan ketika dihadapkan pada sistem yang memungkinkan otonomi
seperti SAS(Yasa & Prayudi, 2019). Menurut Surah an-nisa ayat 58
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, dan
memberi kepada kaum kerabat, dan janganlah kamu menindas orang-orang miskin
dan anak yatim dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
membunuhnya kecuali dengan (hak) yang jelas. Dan janganlah kamu mendekati zina,
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat."

Setelah menggambarkan nasib akhir orang mukmin dan kafir dari segi
kesenangan dan kesengsaraan pada dua ayat sebelumnya, Al-Quran melanjutkan
dengan pelajaran hidup tentang keimanan. Sesungguhnya Allah (swt)
mengamanatkan Anda untuk menyampaikan firman secara akurat dan tepat waktu
kepada orang yang mendengarnya. Dalam memutuskan suatu undang-undang yang
melibatkan pihak-pihak yang berselisih, hendaknya Anda mengambil kesimpulan
yang adil. Sesungguhnya guru yang paling agung adalah Allah yang telah
memerintahkan kamu untuk dapat dipercaya dan berperilaku adil. Memang benar
Allah adalah Tuhan yang mampu melihat dan mendengar segala sesuatu. Kejujuran
dan keadilan sangat penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi
keuangan, seperti yang ditekankan dalam puisi ini. Agar dapat membayar pajak
secara adil, wajib pajak harus berterus terang dalam menyatakan penghasilan dan
hartanya.

Menurut Ermawati et al., (2022) Penting untuk memahami bahwa individu yang
memiliki tingkat religiusitas yang tinggi mungkin memiliki motivasi internal yang
kuat untuk patuh terhadap aturan perpajakan, yang tidak sepenuhnya tergantung
pada mekanisme eksternal seperti SAS. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat
religiusitas yang rendah mungkin lebih bergantung pada faktor-faktor eksternal
seperti pengaturan sistem perpajakan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan
mereka. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan
aspek religiusitas dalam merancang kebijakan perpajakan dan strategi
pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal.hal ini
sejalan dengan penelitian (Arrum et al.,, 2021; Ermawati et al., 2022) bahwa
religiusitas mampu menjadi moderasi dalam self assessment system terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H4 ditolak yang artinya Religiusitas tidak
mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib
pajak secara signifikan.
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Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan religiusitas tidak
memiliki kemampuan signifikan dalam memoderasi pengaruh self assessment
system terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun self assessment system
dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor religiusitas tidak secara
signifikan memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Ini menarik karena
religiusitas sering kali dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku
etis, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Maka hal ini sejalan dengan
Anggini et al., (2021) yang menunjukan bahwa religiusitas tidak memoderasi
hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H6 diterima yang artinya Religiusitas mampu
Memoderasi pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara
signifikan.

Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh moderasi yang signifikan
dari religiusitas terhadap hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan wajib
pajak. Ini menandakan bahwa peran religiusitas memiliki dampak penting dalam
memoderasi sejauh mana pengetahuan tentang sistem perpajakan memengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas
dapat memperkuat atau memperlemah efek pengetahuan terhadap perilaku
kepatuhan wajib pajak.individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi
cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan jika
pengetahuannya tentang sistem perpajakan terbatas. Di sisi lain, individu yang
kurang religius mungkin memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang
perpajakan untuk memotivasi mereka agar patuh terhadap kewajiban
perpajakan(Siringoringo et al., 2024). Dalam al-quran surah at-taubah ayat 103
dijelaskan bahwa:

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan
mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman
bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Seperti dilansir nu.com Beberapa orang bertaubat kepada Allah setelah
mengakui kesalahannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ayat ini
memaparkan tata cara bertaubat dan ketaatan, termasuk membayar zakat, karena
keinginan akan kekayaan adalah akar pelanggaran mereka. Untuk mensucikan
pikiran mereka agar berkembang sifat-sifat unggul mereka dan untuk
membersihkan ruh mereka dari kekikiran dan rasa cinta yang berlebihan terhadap
kekayaan, Nabi Muhammad memerintahkan agar mereka mengambil zakat dari
harta benda mereka. Dia juga berdoa untuk mereka. Mereka yang dosa-dosanya
telah lama membuat mereka gelisah dan gelisah, mendapatkan kelegaan melalui doa
Anda. Ajari mereka bahwa Allah mengetahui keikhlasan taubat mereka dan Maha
Mendengar doa permohonan ampun mereka. Umat Islam wajib membayar zakat,
yang seperti pajak di dunia kontemporer, seperti yang terlihat dalam ayat ini. Selain
untuk mensucikan uang, zakat juga berfungsi sebagai sarana gotong royong.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, temuan analisis ini menekankan
perlunya mempertimbangkan karakteristik seperti religiusitas ketika merumuskan
kebijakan perpajakan dan inisiatif pendidikan. Metode yang lebih baik untuk
mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan integritas sistem perpajakan
dapat dikembangkan oleh pemerintah jika mereka memiliki pemahaman yang lebih
baik mengenai keterkaitan antara elemen-elemen tersebut (Mahfud et al., (2017).
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Kesimpulan Dan Saran

Self Assessment System (SAS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,
penelitian menunjukkan bahwa penerapan Self Assessment System SAS
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman
sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan
yang memadai tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi negara dan
masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dapat
Memoderasi Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Religiusitas
memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh SAS dan pengetahuan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun religiusitas tidak dapat memoderasi sanksi
perpajakan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi
penelitian dan menambah variabel baru seperti gender.
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